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PUTUSAN
Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Mtr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Ampenan, 17 Agustus 1995, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA
MATARAM sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 05 Mei 1993, agama Islam,
pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MATARAM
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2021 telah
mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 03 Juni
2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Mei 2016, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,
sebagaimana ternyata dari Kutipant Akta Nikah Nomor: 0268/046/V /2016,
tertanggal 23 Mei 2016;
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2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah Orang Tua Tergugat di Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram , selama kurang lebih 5 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan teolah dikaruniai 2 orang anak,
masing-masing bernama:

a. ANAKI, Laki-laki, Umur 4 Tahun (Ampenan, 07 Februari 2017);

b.  ANAK II, Perempuan, Umur 2 Tahun ( Ampenan, 20 Juli 2019);
4. Bahwa sejak Mei 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus
menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat Mengkonsumsi Narkoba;

b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;;

5. Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat melakukan
mediasi keluarga akan tetapi tidak berhasil, kemudian Juni 2021, antara
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua
Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah
tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Mataram Cg. Majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:
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PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada
Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
SUBSIDER :
Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juni 2021,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban
karena setelah dilakukan mediasi Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak
pernah datang menghadap ke persidangan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:

A
Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 52, an PENGGUGAT,
tanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram,

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah nomor : xxxx/046/V/2016, tanggal 23
Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ampenan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa
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ditunjukan surat aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.
Saksi:
1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi
kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang
menikah tanggal 22 Mei 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di orang tua Penggugat
di KOTA MATARAM selama 5 bulan;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 pernikahan kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan
antara lain Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sering berhutang
tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021
yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang
ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana
tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun
tidak berhasil
2. SAKSI Il, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi
kakak Penggugat;
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- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang
menikah tanggal 22 Mei 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di orang tua Penggugat
di KOTA MATARAM selama 5 bulan;

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 pernikahan kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara
lain Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sering berhutang tanpa
sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 yang
akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah
orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas
hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir
maupun bathin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun
tidak berhasil

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juni 2021
mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a
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guo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai

berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang menikah tanggal 22 Mei 2021 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di orang tua Penggugat

di KOTA MATARAM selama 5 tahun;

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 pernikahan kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara
lain Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sering berhutang tanpa
sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 yang
akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulan ke rumah
orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas
hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir
maupun bathin;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilinya Penggugat telah
mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;
Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, Bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
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otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2016 dan telah tercatat
di kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan. Bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI IlI), yang
diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum
memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya
ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai
ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang
dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, alat bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat
terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 pernikahan kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara
lain Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan sering berhutang tanpa
sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 yang
akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah
orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di
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atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik
lahir maupun bathin.
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f
dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Kitab Ghoyatul Marom :
aallo uolall ade $llo lgz95) a1z 5dl a8 pac awil 3]s

Artinya :”Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

2. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

Ol Y oo 1Yl 0 zodl sl ol azg )l i (uolall s balges eus I3
aisl aalls lgalls lagin TloYl o (olall jzeg lglio g & pinsll plgs ass
Artinya:”Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan
yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya

dengan talak ba’in”.
3. Kitab Fighu As Sunnah, Juz I, halaman 249 :
Loglliol o 8 miusll plgd azo glaiwy Y Loy lgu zodl Lol dazg 3l cacol 5]
e Bl aisl asll Guolall Lalla, 3>y . g il ol o cdlai Ol Led o=
Login YoVl oS snes il
Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadl|orotkan
terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga,
maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada

hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan
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perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak
satu ba’in”.

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis
dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah,
sebagaiman maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak
terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada
pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah
dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena
sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis
hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dalam surat
gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa
Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
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2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Dzulgaidah 1442 Hijriah, oleh kami H. Abidin H. Achmad,
S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini. dan Drs. H. Nasrudin, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya
Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd
H. Abidin H. Achmad, S.H.

ttd
Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,
ttd
Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp.30.000,00
2. Proses Rp.50.000,00
3. PNBP relas panggilan Rp. 20.000,00
3. Panggilan Rp.225.000,00
4. Redaksi Rp.10.000,00
5. Meterai Rp.10.000,00

Jumlah Rp.345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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